GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth.  Para Kepala Perangkat Dacrah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

‘Tengah,

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENJELASAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Dasar :

(S

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran
2024;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal : Penganggaran Gaji
bagi Pegawai Non ASN;

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/239/M.SM.01.00/2025 tanggal 14 Januari 2025, Hal : Penjelasan Pengadaan
PPPK;

Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Larangan
Pengangkatan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut

di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdata dalam
pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 yang
dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Tahap I selama 2 (dua) bulan hingga TMT 1
Maret 2025, yaitu bulan Januari dan Februari 2025;



STt mengigegankan/membor ko il bagd Pegnwinl Non AN ying lerdnta dilar
bl it (ditibiae) i Kopegnwiinn - Negien Tahin 2027 yang
iyt Tl i selebod CPNS el 3 () Duton hinggp TA'T | Al 2025,
yirhton bl Inoiek sl Muret 2025,

Lo Lot mengiigggarkan/memboribon gafl big] Popiwnl Mo ABN yang terdnta drlam
pungkalin data (databine) Dndan Kepegnwidin Nogari Talwn 2027 yung,
iy itk Bk Tt pici selekl AN bidk seteksl PPPE Tithap | misapi Heleksi
CENS b anggnenn 20204, binggn disnghot menjadi ABN;

A Tetap menganggardan/memberikon gaji bngl Pagnwnl Non ASN ynng sedang,
menp it nelekad PEPI Tl 11

A Sombimenung o Ketentunn peraturin |1m'mltllllI;J_,r-lllldllllmul yang, mengatur [entang,
Pepnwal Non ASN yang tidak kot neleksl PPPETahap 11 tetap dinngunrkan/
diberiknn it yang dinngkant padi tahun 2024 ke bawaby,

6, Kepaln Perangkat Daernh aton pejabat lninny i tormnnuk Kepaln Sekolah, Kepala
U D din Kepnln Cabang, Dina dilaeang, mengangkat stag mengganti Tenaga Non
ASN it sebutan lndnnyn per 1 Junuari 2025,

7. Penpanpkatan kembali nebogal Pegawni Non ASN achagnimann tersebut di atas,
hanyn dapit dilakukan oleh Kopala Perangkat Dacrah, setelah herkoordinasi dengan
Iiro Hukum Sekretarint Daeraly Provingl Sulnwesd Tengah;

K. Kopaln Perangkat Daeral atau pejubit Ininnyn termannk Kepala Sekoluh, Kepala
UPTD dun Kepaln Cabung Dinas yang, tidak mengindahkan schagaimana dimaksud
di ntaw, dikenakan sanksi sesuni ketentunn Peraturan Perundang-Undangan,

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal ¢ & Vebruari 2025
' Hi'-i‘fiy‘.‘
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
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H. RUSDY MASTURA.

Tembusan disampaikan kepada

Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jukarta;
Menteri Dalam Negeri RI di Jukarta,

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jokarta,

Ketun DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
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